Menimbang

Mengingat

BUPATI BENGKAYANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIF KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 48 Ayat 1
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
kearsipan, maka Lembaga Negara, Pemerintah Daerah,
Perguruan Tinggi, serta BUMN dan/atau BUMD wajib
memiliki Jadwal Rentensi Arsip (JRA);

bahwa untuk tertibnya pelaksanaan penyusutan arsip
keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang, maka perlu adanya Jadwal Retensi Arsip
(JRA) Keuangan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip
Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3823),
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Undaig-Undang Nomor 32 T

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Iindonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
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erapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
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joh
(o
3>

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tah

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

] Ny

Undang-Undang Nomor 43 Tanun 2005 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

r

101

2, Tambahan Lembarain Negara Republik
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Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

[l ]

AN
OLI34),
Peraturan Pemermtaln Nomor 28 Talhiun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

1

tentang Kearsipan {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesta Nomor 5

>]
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4200y},

Peraturan Mentenn Dalam Negerl Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:;
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Peraturan  Dactair Nomwr 10 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan ang menjadi

Kewenangan Peineriniah Kabupaien Bcngkayang,;
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Peraturan Daerah Nomor 13 Tabun 2011 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkavang

schagannana  ielahh diubah dengan Peraturan Daecrah
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Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang
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Organisasi Perangkat Daeralh Kabupaten Beiigk:
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Perpustakaan, Arsip daii Dokuineintasi Daerali

Kabupaten Bengkavang;

MEMUTUSKAN :
Menciapkal . PERATURANK BUFATI BENGEKAYANG TENTANG JADWAI
RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

BENGKAYANG.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
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1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

5 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

3. Bupati adalah Bupati Bengkavang.

4. Lembaga Kearsipan adaiah Lembaga yang dibentuk Pemerintah Daerah,

vang mempunyvai kewenangan menangani kearsipan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan
media sesuai dengan perkembangan ieknologi informasi dan komunikasl
vang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah,
Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Or ganisasi pPolitik, Orgaiusasi
Kemasvarakatan, dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan beriegara.

6. Arsip Dinamis adalah arsip vang digunakan secara langsung dalam
ncgk:u.au pcuupl.a dlblp dail u1‘or'1p ain selain djdugl&d wakiu tertentu.

7.  Arsip Vital adalah arsip vang keberadaannva merupakan persyaratan dasar

1
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bagi kelangsungain operasional lembaga pencipta arsip, tidak dapat

diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.



Q’.’)

[
[y

12.

13.

14.

pmad
o))

’-l
(o)

j]

—

18.

-
-’

[y
h

inya tiggl dain/atau

Al s L o o

PR _a - 1., 1 R
Arsip Aktf adalah aist

TI
<
g
=
Jc
a
A
C
a
E.
i
g)
g“ga
£
a,

terus menerus.

Arsip Inakiif adalah aisip yan ig frekuensi penggunaailinya telah menuirui.
Arsip Statis adalah arsip vang dihasilkan oleh pencipta arsip karena
meiniliki nilai guna kesejarahai, telai habis rete nsiinya, dan berketerangan

dipermanenkan van telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak

Kearsipan.

Arsip Terjaga adalah arsip Negara yang berkaitan dengan Keberadaan dait
kelangsungan hidup Bangsa dan Negara vang harus dijaga keamanan. dan
keutuhainnya.

Arsip Umum adalah arsip vang tidak termasuk dalam katagori arsip

terjaga.

Arsiparis adalah Seseorang vang memiliki kompotensi dibidang kearsipan
yang diperoleh melalui  pendidikan  formal dan/atau pendidikan dan
pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggungjawab
inelaksanakan kegiatan kearsipai.

Akses Arsip adalah Ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan
hukwin  dan  otoritas  legal serta  keberadaan sarana  bantu  untuk
mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.

Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang meiniliki fungsi, tugas, dan
tanggungiawab dibidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
Lembaga Negara adalah lemmbaga yang menjalankan  cabang-cabang
kekuasaan Negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain
yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitarn dengan penyeienggaraan Negara
sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutuya disingkat ANRIL adalal
lembaga kearsipan berbentuk lembaga Pemerintah Non Kementerian vang
melaksanakan tugas Negara dibidang kearsipan yang berkedudukan di
Ibukota Negara.

Arsip Dacrali Provinsi adalah iembaga kearsipan berbentuk satuan Kerja
Perangkat Daerah vang melaksankan tugas Pemerintah dibidang kearsipan
pemerintabian dacrah proviosi yang berkedudukan di ibukota Provinsi,
Arsip Daerah Kabupaten/Kota adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan
kerja perangkat dacrab yang wmelaksanakan tugas peuterintahan dacran
kabupaten /kota vang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

Arsip Perguruan Tinggl adalah lembuaga  kearsipan berbentuk  satuan

organisasi perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta vang
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perguruan tinggi.
Peiusahaai adalah setiap bentuk usaha yang melaxukain

yang didirikan dan/atau berkedudukan dalam wilayan Negaia Kesalu

Republik Indonesia.

) JE i

Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas
dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggungjawab dibidang pengeloaan
arsip dinamis.

Unit Pengolahan adalah satuan keria pada pencipta arsip yang mempunvai
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suatu bagian organisasi atau unit kerja tersendiri, yakni semua dokumen
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atau warkat disiinpan dalam suatu kelompok atau ruang dan di
suatu unit tersendirt.

Asas Desentralisasi adalali penyelenggaraan kearsipan tdak dipusatkan
pada suatu unit atau bagian organisasi tetapi penvimpanan surat atau
warkat dilakukan pada bagian secara sendiri-sendiri.

Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunvai
tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan kearsipainn.

Jadwal Retensi Arsip adalah vang selanjutnva disingkat JRA adalah daftar
yang berisi sekurang-kurangnya jangka wakiu penylmpanai atau retensi,
jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan
suatu jenis arsip dinusnabkan, dinilai kemball, atau dipermanenkan yang
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penvelamatan arsip.
Penyusutan Arsip adalah kegiatan penguraigan jundah arsip dengan cara
pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke wunit kearsipan,
pemusnalian arsip yang tidak memiliki nilal gund, dan penyeraban arsip
statis kepada lembaga kearsipan.

Penyclenggaraan  Kearsipan  adalah keseluruhan  keglatan  weliputi
kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu
sistetn kearsipan nasional yang didukung oleh suwmiber daya Manusia,
prasarana dan sarana, serta sumber dayva lainnya.

Pengelolaan Arsip Dinamis adalah  proses pengendalian arsip dinats
secara efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan. penggunaan dan

peinelibaraan seria penyusutan arsip.
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efisien. efektif dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi,
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peimanfaatai, pendayagunaain, dain peiayanain publg dalain suatu sistem

kearsipan nasional.

31. Akuisisi Arsip Statis adalah proses penambahai Khasanah aisip statis
pada lembaga kearsipan vang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan
arsip statis dan hak peug‘lolaanya dari pencipta arsip kepada lembaga
kearsipan.

32. Sistem Keaisipan Nasional yang selanjutiaya disingkat SKN adalah suatu

sistemn vang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berba
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tugas tertentu, interaksl antar peiak

Koinpoinen yailg memiliki fun gs daii
serta unsur lain vang saling mempengaruhi dalam penvelenggaraan
kearsipan secara nasionai.

33. Sistem Informasi Kearsipan Nasional vang selanjutnva disingkat SIKN
adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola olelr ANRI yang
menggunakan sarana informasi kearsipan nasional.

TIT7AY
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adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara
nasional yang dikelola oleh ANRI.

35. Daftar Pencarian Arsip vang selanjutnya disingkat menjadi DPA adalah
daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesgjarahan baik yang teiah

diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung Oleh lembaga
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kearsipan dan dicaui oleh lembaga kearsipan seria diumumkan kepada

publik.

BAB I
KEBIJAKSANAAN JADWAL RETENSI ARSIP

Judwal Reiensi Arsip Pemerintahl Kabupaten Bengkayang menganul  azas

sentralisasi dalam kebijaksanaan dan desentralisasi dalam pelaksanaannya.

Pasal 3
Bupati menyelenggarakan pembinaan penyusutan arsip meliputi penvempurnaan
dan pengembangan  sisiem, pembinadan pegawal dan pengawasan pelaksanaan

penvusutan dilingkungan pemerintah daerah.



5 e |
rdasdal -t

. § .

. At Ak A ST T E s a1, 1
Sctiap satuan kerja perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintain Daerah

Kabupaten Bengkavang melakukan
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enyusutan arsip.
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PELAKSANAAN PENYUSUTAN ARSIP
Pasai 5

Pelaksanaan penyusuian arsip dalam lingkungan Pemerinian Daeran
Kabupaten Bengkayang yaitu unit-unit kearsipan pada satuan kerja
pecrangkat dacrah scsuai dengan susunan organisasi vang berlaku.

Unit kearsipan mengkoordinasikan pelaksanaan penyusutan arsip

imaksud pada ayat {

1}.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyusutan arsip Pemerintah Kabupaten
Bengkayaig sebagaimana tercantum dala Lawmpiran 1 Peraturan Bupat inl.
Penyusutan arsip dilaksanakan dengan berpedoman pada Jadwal Retensi

A T el T e A ¥ F T TT T I TR S
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Pemusnahan arsip yang meiniliki retensi dibawah 10 {sepululyj taliun
ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Keria Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
setelall inendapat :

a. pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai Arsip;

b. persetujuan teriulis dari Bupati/ Walikota.

Pemusnahan arsip vang retensinva 10 tahun atau lebih dalam
pelaksanaannya berpedoman pada Pasal 09 dan 70 Peraturan Pemerinialy
Nomor 28 Tahun 2012.

Uniluk arsip-arsip yaug tercipta sebelum ditelapkannya peraturan Bupatl
ini, prosedur pemusnahannya berpedoman pada Peraturan Kepala Arsip

ey Yo
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Nasional Republik indonesia Nomor 25 Tahun 2012,
Pasgal 7

nercunalkan dalam pelaksanaan tugs 181N
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diperpanjang sesuadl dengan  kebutuhan seielall teriebih dahulu  mendapat

Pimpinan Unit Organisasi.



BAB IV
PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 1o April 2014

BUPATI BENGKAYANG,‘ .

4

15 SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang

pada tanggal I April 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPAT, KAYANG

) .

/f KRISTIANUS AEYIM o

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR (3
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PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : \3  TAHUN 2014
TANGGAL R 10 APiL 2U14.
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PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

PELAKSANAAN PENYUSUTAN ARSIFP

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

yaitu : Pengurusan surat, penataair berkas dan penyusutan. Unluk
hal-hal pengurusan surat dan penata.n berkas sudah diatur dengan
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Kearsipan Departemen Dalam Negeri, dan Keputusan Gubernur
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B
Keputusan Menteri Dalam Negeri dilingkungan Pemerintah Provinsi

Adapun mengenai penyusutan arsip sebagai sub sistem yang
keiiga ielah diatur dajam Peraturan Pemeriniah (PP} nomor 28 Tahun
2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
LCILLdIlg KCd.I blpdll.

Pada Pasal 53 ayvat (1 dan 3) menegaskan: “Lembaga Negara,
peweritiah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan BUMD wajib
memiliki Jadwal Retensi, dalam rangka pelaksanaan penyusutan dan
penyelamatan arsip dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, perguruan tinggi swasta, organisasi politik,

] R JE U - memiliki Jadwal R

ofganisasi Keiasyarakatan nairus
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Sip.
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Alas dasar ketentuan diatas dan sesuai pula dengan pasal 5
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 1991 tentang
Jadwal Retensi Arsip Departemen Dalam Negeri lelan ditetapkan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat

| P IS TATY R — 1 >

oiioi 467 tahwun 2005 tentang Jadwal Retensi Pemermtaly Proviiasi

Kalimantan Barat.

Deugan  ditelapkannya Undang-undang aomor 34 Taliun

2004 tentang pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam

[ X - H | P20 Y DR | S W el 1A 1.1 5YAYe S - e L | -1
Negeri Qail ULOII04I waciall [oior 14 L'diu.-lll LVU L LClli.'dllg Jauweal

Retensi Arsip Keuangan dan keputusan bersama Kepala Arsip Nasional

mcpuuun indoinesia ucugdn ncpcua Badan ncpt:gdwz:udu ncgcud 1101M0r

02 tahun 2000 tentang Jadwal retensi Arsip Kepegawaian Pegawai

ad el 2 P P 7 I DTN A
vegeri Sipil dann Pejabat Negara maka periu dilakukain penyeinpuinaas

terhadap keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Kalimantan
..... M . P T - . - PO PS-aN

barat nomor 467 tahun 2005 tentang Jadwal Retensi Arsip

Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan barat.

BENTUK DAN SUSUNAN JADWAL RETENSI ARSIP

= T T~.3
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Bengkayang terkandung unsur-unsur :
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berkas yang ada didalam organisasi dalam lingkungan Pemerintah
Kabupalen Bengkayang, baik berkas yang mencerminkan tugas
operasional (substantiff maupun tugas penunjang (fasilitatif

keuangan dan kepegawatanj fasiitatil non keuangan dan non

kepegawaian.

Y
Z

tercipta disetiap unit pencipta arsip.



3. Releusi, yang weiupakan jangka wakiu penyimpanan assip baik
pada masa aktif maupun inaktif yang dituangkan dalam pernyataan
dan angka.

4. Keterangan vyang berisi nasib akhir dari arsip yang berupa

pernyataan musiall, permanen atau perityataar

laiia.

et}

arsip dari tempat penyimpanan dapat dilaksanakan dengan :
1. Pemindaiiain Arsip,

2. Pemusnahan Arsip;
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Pemindahan Arsip Inaktii
Pemindahan arsip inaktif dilaksanakan melalui kegtatan :
Penyeleksian arsip inakiii;

b. Pemuatan daftar arsip inaktif;
C. Penaiaan arsip inakiii.

Pemindahan arsip inaktif dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkayany dilakukan scbagal benkut
1. Pemindahan arsip inaktif vang memiliki retensi dibawah 10

e LU P, - R B T RPN T I R
(sepululy tahiun dilakukan dari unit pengoialy ke

unit Kearsipai
dilingkungan satuan kerja perangkat daerah atau penyelenggara

[P S S I Py R U P R N A | R e ot T g [ S M
peineritail daefan saoupateil Bengkayaig ke Leinbaga keaisipai,
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arsip inakiif yang memiliki retensi sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari pencipta arsip
dilingkungan sdaiuan kerja perangkail daerah alau penyeicnggara

pemerintah daerah Kabupaten Bengkavang ke Lembaga kearsipan:
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Pemindahan arsip inakOf dari unit pengolain ke unil keausipan
menjadi tanggungjawab pimpinan unit pengolah;

Pemindahan arsip inaktil harus sesuai dengan relensi arsip inaktif
dan dilakukan dengan penandatanganan berita acara dilampiri
daftair arsip yang akan dipindalikaii,

Berita acara dan daftar arsip yang dipindahkan ditandatangani oleh

[ 1

P T Tt = .
piimpiiiaii uinit pcngolal

1 dan pimpinain uiit Kearsipai.

Pemindahan arsip inaktif ini dilaksanakan dengan berita acara
3k ot I D J IR V. S [ [P o R P ) % PR I S,
diseitai daengail qallar arsip iHiaxii raiigKap 4 (dua) dengai
menggunakan bentuk formulir model I dan II dengan rincian :

a. Lembar I uniuk unit kearsipan (yang menerima)

b. Lembar II untuk unit pengolah (vang memindahkan)

Femusnahan Arsip

o

c.

Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip vang :
Telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan
berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;

Tidak ada peraturan perundang-undangan vang melarang; dan

. Tidak berkaiian dengan penyelesaian proses suaiu perkarda.

Proses pemusnaiian arsip berlaku keieniuan sebagal berikut .
Pembentukan panitia penilai arsip;
Penyeleksian arsip,
Pembuatan daftar arsip usul musnah oleh arsiparis diunit
Keaisipail,
Permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip;
Penilaiai oleh panitia penilai aisip;
Panitia penilai arsip sekurang-kurangnya memenuhi unsur

Pimpinan unit  kearsipan sebagal keiud merangkap anggola;



pimpinan unit pengolall yaug arsipiya akan disusoahikan sebagal
anggota, arsiparis sebagai anggota;

{. Penetapan arsip yang akail dimusnaliikai, dan

g. Pelaksanaan pemusnahan arsip :
1 Dilakukan secara total sehingga fisik dan inforinasi aisip
musnah dan tida dapat dikenali lagi;

2. Disaksikan o

hukum dan/atau pengawasan dari lingkungan pencipta arsip

. R T i A

VAIlg P, -~ e S ad s o
yellly C D lg utall, U 1 AISCildl UCTLIE

acara yang memuat daftar arsip yang dimusnahkan (lihat model

Permusnahan  arsip  dilingkungan  Pemerintahn - Kabupaten
Bengkayang vang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun
ditetapkann  olehi  punpinan  satuan keyja perangkal  dacrain  atau
penyelenggara daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang setelah
mendapat : pertinbangan tertults dari panitia penilai airsip; dai
persetujuan tertulis dari Bupati. Sedangkan untuk pelaksanaan

PR S i b4 AN, Py [ S R Y W Y
peinusnahan aisip diingKuiigail Pemerintali Daerah Kabupaten

Bengkayang menjadi tanggungjiawab unit kearsipan disatuan kerja

—m PR, JEPEE. [ - o d = S P W o 3 -~ - o amre PR S PP ~1
peraiigrat aaciatl atau pcenycieniggara pcmcriiltain dact: i Kabupater
Bengkayang
) 5 VUG S, . by g ey 1= | i P S S 2 b P P
reimusilanali arsip QuUINgKUgal remecerinlal naoupaict

Bengkayang yang memiliki retensi 10 (sepuluh} tahun ditetapkan oleh
Bupalii selelah mendapat @ pertilnbangan iertulis darl paniua peniial
arsip dan persetujuan tertulis dari Kepala Badan Perpustakaan
Kewsipan Proviusi Kalimantan Bavat. Dan pelaksanaan pemusnaiian
arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang
menjadi  tanggungjawab lembaga kearsipann pemerintail Kabupaten

Bengkayang.



enyerahan Arsip
Penyerahan arsip statis oleh lembaga pencipta arsip kepada
lembaga kearsipan dilakukan terhadap aisip yang .
a. Memiliki nilai guna kesejarahan;
b. Telal habis reteusinya; dain atau

c. Berketerangan dipermanenkan sesuai dengan jadwal retensi arsip

Negara, pemerintah daerah, peerguruan tinggi negeri, BUMN, BUMD,
dan perusablaan  swasia.  Bagi  perguruan linggl  swasia yang
kegiatannva dibiavai dengan anggaran Negara, APBD dan/atau
bantuan luar negeri belum mempunyat lembaga kearsipail perguruan
tinggi waijib menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan dan
enjadi tanggungjawab peocipia arsip.

Arsip yang diseralikan oleh leinbaga pencipta arsip kepada

lembaga kearsipan harus merupakan arsip yang autentik, terpercaya,

PRI | [ e T L | AR B [P R
utuh dain dapat digunakan dan apabila arsip statis yang diseialikas

tidak autentik maka pencipta arsip melakukan autentikasi.

Prosedur penyerahian aisip statls sebagal berikut .
a. Penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah oleh arsiparis

L

diunit kearsipail,
b. Penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap arsip usul serah;
c. Peimberitahiuan akan menyeralikan aisip statis oleh pimpi
pencipta arsip kepada Kepala Lembaga Kearsipan sesuai wilayah
kewenanganiya diseriai dengain pernyataain dari pimpinan pencipta

arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan

dapai digunakan.



e

Verifikasi oleh lembaga kearsipan sesuai  dengan  wilayah
kewenangannya,

Penetapan arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan pencipta
arsip; dan

Pelaksanaan serah terima arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip
kepada kepala kearsipan dengan disertai berita acara dan daftar

arsip yang akan diserahkan.

BUPATI BENGKAYANG, " L

{

I$ SURYADMAN GIDOT
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‘JANGKA WAKTU SIMPAN

NO. = OKUMEN/A = = Keferi n
JENIS DOKUMEN/ARSIP RATIF INAKTIE eferinga N
1 2 3 4 i) ]
A. IRENCANA ANGGARZN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAFBD) DAN AMGGARAN PENDAPATAN
DAN BELAMJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P)
1. Penyusunsn Prioritas Plafon Arggaran {(PPA)
a. Kebiakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas 2 tahur setelah te hun 3 tahun Permanen
- Cokumen Fencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPE) anggeiran berakhir
- Cokumen Fencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Diaerah (Renja)
5. Dokumen Rancargan Keoijakan Uriurn Anggaran (KUA) yang teiah cibahas be-sama antara DPRLC dan 2 tahur setelah te hun 3 tahur Dinilai kembali
Pemerintah Daerah : anggaran berakhit
c. KUA beserta Notz Kesepakatannya 2 tahur setelah tehun 3 tahur Dinitai kembali
anggaran berakhir
4. Dokumen Rancargan Priorias Plafon Anggaran Semen ara (PPAS) 2 tahur setelah te hun 3 tahur Dinilai kembali
anggaran berakhir
2. Nota Kesepaketan PPA 2 tahur setelah tehun 3 tahur Dinilai kembali
anggaran berakhir
f. Prioritas Plafor Anggarar. 2 tahur setelah tzhun 3 tahur Dinilai kembali
: anggaran berakhir
ﬂ
2. Penyusunén Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangka: Daeran (RKA-SKPD) !
2. Dokumen Pedoman Penvusunan R<A-SKPD yang telah disetujui Sekretaris Dasrah 2 tahur setelah tehun 3 tahwr Dinilai kembali
anggaran berakhir
5. Dokumen RKA-SKPD 2 tahur setelah te hun 3 tahur Dinilai kembali
anggiran berakhir
& Penyamrpaian Rarcangan Anggaran Pencapatan dan Belar ja Daerah kepada Dawan Perviakilan Ratyat
Daerah ‘DPRD)
a. Pengartar Nota Keuangzn Pemerirtah dan Rancangan S -aturan Daerah RAPBD: 2 tahur setelah tehun 3 tahur Permanen

- Nota Keuar gan Pemerintah
- Materi RAPBC

anggaran berakhir




JANGKA WAKTU SIMPAN

ST = A —EE

NO. = s [ - t
JENIS DOKUMEN/ARSIP AKTIE INAKTIF Keterangan |
1 2 3 4 4
5. Hasi Pembahssan Rencana Anggaran Pendzpatan dan Belanja Cae-ah (RAPED) olet Dewan Perwakilan 2 tahur setelah tehun 3 tahwur Dinilai kembali
Rakyvat Daerah (DPRD) dan Pemer:ntzh Daerah anggaran berakhir
¢. Dokumen Persst.juan bersama antarz DPRD dan Kepa a Daerah tentang RiPerda APBL 2 tahur setelah te hun 3 tahur Permanen
angg:ran berakhir
4. Dokumen Rancargan Penjabaran APBD beserta lampirannya 2 tahur setelah te hun 3 tahur Permanen
anggaran berakhir
. Penvampaian Permohonan Svaluasi kapada Gubernur t2ntang RAPED beseta penjabarannya 2 tahur setetah te hun 3 tahwr Permanen
anggaran berakhir
f. Hasi Evaluasi Subernurentang RAPBD 2 tahur setelah tehun 3 tahur Permanen
anggiran berakhir
3. Penetapan Perda APBD »len Gubernur beserla penjaba‘ar nya 2 tahur setelah tehun 3 tahur Permanen
anggaran berakhir
. Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2 tahur setelah tzhun 3tahur Permianen
anggaran berakhir
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPED-P)
a, Penvusunan Prioritas Plafor Anggarar: Perubihan
1) Kebijakan Umum, Renstra, Strateg dan Prior tas Perubahan 2 tahur setelah tehun 3 tahun Dinilai kembali
Dokumen Rencana Keria Pe merintah Diagrah (RKPD) anggaran berakhir
Dokumen Rencana Kerja Sa:uan Kerja Pemerinteh Daerah (Renja)
2) Cokumen Fancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perut:ahan yang telah dibahzs bersema 2 tahur: setelah tehun 3 tahur Dinilai kembati
antera DPRD dan Pererintah Dae-ah anggaran berakhir
3) KUA Perubahan beserta Nota Kisepakatainya 2 tahur setelah tehun 3 tahwr Dinilai kembali
anggaran berakhir
4) Cokumen Fancangan Prioritas Plafon Anggaran Semertara (PIPAS) Perubahan 2 tahur setelah tehun 3 tahur Dinilai kembali
anggaran berakhir
5) Nota Kesepakatan PFA Perubahar: 2 tahur setelah te hun 3 tahur Dinilai kembali
anggaran berakhir
6) Frioritas Plafon Anggara 1 Perut:ahan 2 tahur setelah tehun 3 tahur Dinilai kembali
anggaran berakhir
2. Penyusunan Rancana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dasreh (RKA-SKPD) P:rubahan
1) Cokumen Fedoman Penyusunan RKA-SK>D Perubzhan yang telah diset.jui Sekre:aris Daerzh 2 tahur setelah tzhun 3tatur Dinitai kembali
anggaran berakhir




JANGKA WAKTU SIMPAN

NO. z I fers
0 JENIS DDKUMEN/ARSIP AFTIE INAKTIE Keterangan
1 2 ,‘ 3 4 4
2) Cokumen FKA-SKPD Perubahen i 2tahur setelah tehun 3 tahur Dinilai kembali
! anggaran berakhir
¢. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapstan dan Belanja Daerat Perutahan kepeada Dewar
Perwakilan Rakyat Daerah (OPRD)
1) Fengantar Nola Keuatgan Pemarintah dan Rancangan Peraturan Daeral RAPBD Perubahan: 2 tahur setelah tehun 3 tahur Permanen
fNota Keuangan Pemerintah anggaran berakhir
Materi RAPBD
2) +asil Pemtahasan Rencana Anggaran Pendiapatan -Jan Belanja Daerah {RAPBD) Perubahan oleh 2 tahur setelah tehun 3 tahwr Dinilai kembali
Crewan Pervakilan Rakyat Daerah 'DPRD) dan Pemerintah Dasrah anggaran berakhir
3) Cokumen Fersetujuar bersama antara DPRD dan Kepzla Daelah tentang RaPerda AFPBD Pe ubahan 2 tahur setelah tehun 3 tahur Permanen
anggaran berakhir
4) Cokumen Fancangan Penjabaran APBD Ferubahan beserta la TEirannya 2 tahur setelah tzhun 3 tahur Permanen
anggaran berakhir
5) Fenyampaian Permot-onan Evaluasi keparda Subern.rientang RAPBD Pearubahan beserta 2 tahur setelah tehun 3tahur Permanen
penjabarannyz anggaran berakhir
6) tasil Evaluasi Guberrnur tentang RAPBD Ferubahan 2 tahur: setelah te hun 3 tahur Permanen
anggaran berakhir
7) Fenstapan Perda APBD Perubahan oleh Gubernur teserta per jabarannya 2 tahur setelah tehun 3 tahwur Permanen
anggaran berakhir
8) Feraturan Daerah (Perda) tentang APBD Fer ibahan 2 tahur setelah tehun 3 tahur Permanen
anggaran berakhir
B [PENYUSUNAN ANGGARAN
1. NMusyawarah Rencana Pemtanjunan (Musrenbang) Kecarratan 1 tahur setelah te hun 3 tahwur Dinilai kembali
angg¢ran berakhir
2. lusyawarah Rencana Pemtangunan( Musrenbang) Kabupaten 1 tahur setelah tehun 3 tahur Diniiai kembali
angcran berakhir
% Rancanyan Dokurien Pelaksaraan Anjgaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretars [laerah 1 tahur setelah tehun 3 tahur Diniiai kembali
angeran berakhir
¢ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan o eh Pejabat Pengelola Keuangin Daerah| 1 tahur setelah tehun 3 tahwur Dinilai kembali

(PPKD)

anggcran berakhir




JANGKA WAKTU S

IMPAN

NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP ,w AFTIE INAKTIF — Keterangan
1 2 3 4 5 ]
C |PELAKSANAAN ANGGARAN

1. Surat Penyedia Dana (SPP, 3PM dan 5P2D): UP, GU, TU, LS 2 tahur setelah Penca 5 tahiur Dinilai kembali
: entang
i pertanggungjawaba
2. Pendapatan
a. Pencagatan Asli Daerah W
1) Surat Ketetapan Pajak Daerah 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinitai kembali
entang
pertanygungjawaban
2) Surat Setoran Pajak (:35P) Daerah antara ain: 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
- Pajak Hotel tentang
Pajak Rizstoran pertanggungjawaban
Pajak Hiburan
ajak Rz2klame i
Pajak Panerangan Jzlan
Pajak Mineral Bukan Logam Bantuan
Pajak Parkir
Pajak Air Tanah
Pajak Sarang Burung Walet
PBB Sektor Perdesaan dan per<otaan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau 13angunan (BPHT13)
3) Surat Ketetapan Retribusi Daerzh 2 tahur. setelah Parca 5 tahur Dinilai kembati
tentang
pertanggungjawaban
4) Eukii Penarikan Retribusi, antara lzin:
a) Retribusiyasa Umurr 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
- Retribusi Pelayanan Kese:hztan :entang
- Retribusi Pelayanan Persarr pahan/<eoersihan pertanygungjawaban
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan #kte Catatan Sipil
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengat:uan Maya:
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Retribusi Peiayanan Pasar
- Retribusi Pengujizn Kencaraan Bermotor
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- Retribusi Penggantian Biayz Cetak Peta :
- Retribusi Pengujian Kapa! Perikanan 7
b} Retribusi Jasa Usaha . 2tahur setelah Parca 5 tahur Dinitai kembali

- Retribusi Pemzkaian Kekayaan Daerai

- Retribusi Pasa- Grosir dan/atau Pertokoan
- Retribusi Temg at Pelelangan

- Retribusi Termina!

entang
pertanggungjawabai




JENIS DOKUMEN/ARSIP

JANGKA WAKTU SIMPAN

NO. teran
AKTIE INAKTIF Keterangan
1 2 3 4 6
- Retribusi Temgat Khusus Parkir
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
- Retribusi Peny:dotan Kakus
- Retri Rumah Potonng Hewan
- Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- Retribusi Tempat Rekreasi can Olah Raga
- Retribusi Peny:brangan diatas Air :
- Retribusi Peng»ighan Limbah Cair
- Retribusi Penjualzn Prod:sksi Usaha Daerah
¢) Retribusi Perizinan Tertentu 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
- Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan lentang
- zin Tem pat Penjuaian Minuman Beralkohol pertanygungjawaba
- zin Gangguan
- zin Trayek
d) Retribusi Pengencalian Lalu Lirtas 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
ientang
pertanggungjawaba?
e) Retribusi Perpanjangan Izin Me npeker akan Tenagz Kerja Asing (IMTA) 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinitai kembali
:entang
pertanggungjawaban
5) Euki Penerimaan Jasa Layanar Kesehatan Masyaraka: 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
‘entang
pertanggungjawabha
6) Cokumen Fasionalitas Hasil Pengelolaan Kegkayaan Daerah 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
entang
pertanggungjawaba
7) Eukti Penerimaan SKPD dari Badan Layaran Umum 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
‘entang
pertanggungjawaban
8) Eukli Penerimaan Hasil Pengelclaan Dana Bergulir 2 tahur seteiah Parca 5 tahur Dinitai kembali
| tentang
| pertanggungjawaba
9) Buk'i Penerimaan Bungz dan atau Jasa Giro oada Bank. | 2tahur setelah Parca 5 tatwr Dinilai kembali

‘entang
pertanggungjawaban




NO.

JENIS DOKUMEN/ARSIP

JANGKA WAKTU SIMPAN

AKTIF

INAKTIF

Keterangan

2

3

4

]

b. Dokuman Penerimaan Dang Perimbar gan:
1) Cana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajek clan Bukan Pajak

2) Cana Bagi Masil untuk Kabupaten

3) Cana Alokesi lJmum (DAU)

4) [C:ana Perirbangan untu< Daerzh Yang Tidak Mener ma DAU

5) LCana Alokesi Khusus (DAK)

. Dokuinen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah:
1) Ale<asi Dara Penyesua:an

2) C:ana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasior al Sekolah

3) Bagi Hasil PPajiak dari Pemerintah Provinsi

4) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

5) Fenerimaan Hibah Yang Bersuriber dari APEN, Pemer ntah Daerah lainnya atau Sumidangan Pihak

Ketiza

4. Surat Setoran 13ukan Pajok 1SSBP)

2 tahun setetah Parca
‘entang
pertanggungjawaban

2 tahun sctelah Parca
lentang
pertangigungjawaban

2 tahur setelah Parca
lentang
pertanygungjawaba?

2 tahun setelah Parca
tentang
pertanggungjawaba

2 tahur setelah Parca
‘entang

pertanggungjawaban

2 tahur seteiah P2rca
ientang
pertanigungjawaba’

2 tahur setelah Pzrca
lentang
pertanggungjawaba?

2 tahur setelah Parca
entang
pertanggungjawaban

2 tahur: setelah Parca
entang
pertanijgungjawaban

2 tahurn setelah Parca
‘entang
pertanygungjawaban

_ 2 tahur setelah Parca
lentang
| pertanygungjawabal

5 tahun

5 tatwur

5 tahur

5 tahwur

5 tahur

5 tatwr

5 tahur

5 tahur

5 tahur

5 tahur

5 tatur

Dinilai kembali

Dinilai kembali

Dinilai kembali

Dinitai kembali

Dinitai kembali

Dinilai kembali

Dinilai kembali

Dinilai kembali

Dinilai kembali

Dinitai kembaii

Dinilai kembali




JANGKA WAKTU SIMPAN

. H ( N/ teri
NO JENIS DOOKUMEN/ARSIP ARTIE INARTIE Keterangan N
1 2 3 4 5 ]
a. Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2 tahur setelah Perca 5 tahur Dinilai kembali
tentang
pertanggungjawaban
: Dokumen Pengeiolaan Barang Milik Negara/C:aerah Setama barang dimil ki - Permanen
g. Dokumen Piutéing Daerah Selama piutang balum - Permanen
tertagih
1. Dokumen Pengielolaan investasi Selama investasi rasih - Permanen
ada
3. Belanja
a. Dokumen Belanja Langsung 2 tahun sctelah P2réa 5 tahur Dinilai kembali
- Eelanja Pegavrai tentang
- Belanja Barang Jasa pertanijgungjawaba
- Belanja Modal APED disahkan
by. Dokumen Beianja Tidak l.argsung 2 tahur setelah Pzarca 5 tahun Dinilai h:embati
- Pegawai ‘entang
- kibah pertanygungjawaban
- EBEelenja Bagi Hasit APED disahkan
- Subsidi
- Eunga
- Bantuan Scsizl
- Eantuan Keuangan
- Belanja Tidak Terduga
4. pPembiavazn Daerah 2 tahur sctelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
a. Bukt Penerimzan Pembiayzan lentang
- SiLPA pertanggungjawaba )
- [Cana Cadangan APED disahkan
- [ana Bergulit
- Pinjaman Dag-ah
- Pengalihan Puutang P3BP2 merjadi PAD
b. Bukt Pengeluaran Pembiayaan 2 tahur setelah Parca 5 tahwr Permanen

investasi Jangka Panjang Dalam Bentuk Diana Bergulir

Fenyertaan Modal pada 3UMD

Penambahan Penyertaan Moda: p:da BUMD

Fengeluaran cari Dara Cadangian

Pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UM<M)

Fenyertaan Modal kepaca Bank Perkrediten Rakyat (BPR) milik: Pamerintah Daerak:

entang
pertanygungjawaban
APED disahkan




JENIS DOKUMEN/ARSIP

JANGKA WAKTU SIMPAN

NO. terangan
° AKTIF INAKTIE Keterang
1 2 3 4 5 ]
5 [Dokumen Penatatsanaan Keuangan 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
- Surat Penyedizan Dana (SPD) tentang
- Surat Permohenan Pembayaran (SPP) ' pertanggungjawaba?
- Surat Perintah Membayar (€ PM) APED disahkan
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
8. Pertangjungjawatan Penggunaan Dara 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinitai kembali
- Buku Kas Umum ‘BKU) ientang
- Buku Kas Pembantu (BKP) pertanggungjawaba
- Ringkasan Per nc:an Perge uaran (Objzk
- Reke:ning Koran Eiank
. Lapcran Pertanggungjawaban Fungsional dar Administrasi
- Bukt penyetoran Pajak
- Register Penutupan Kas
- Berita Acara Pemeriksaan :
- Lapcran Realisas Anggarar (LRA), Neraca, C:atatan ates Laporan Keuangarn Termasuk Arsip Daa i
Komputer (ADK)
- Lapcran Pendapatan Negara
- Lapcran Keadsan Kredit Anggaran |LKKA) Bularan/Tiwtila //Semesteran
7. Daftar Gaji 2 tahur: setelah Parca 3 tahur Musnah
entang
pertanggungjawaba
8. Kartu Gaji Se ama yang 3 tahur Dinilai kembali
bersanghutan masih jadi
8. Data Rekeing Bendahara Umum Daerah (BUD) 2 tahur sctelah Para 5 tahur Musnah
‘entang
pertanggungjawaba 1
10. Laporar: Keuangan Tahunan terdiri dar 2 tahur setelah Parca 5 tahur Permanen
- Lapcran Realisas Anggarar (LRA) ientang
- Neraca pertanggungjawaban
- Catatan atas Laporan Keaangan (CalK) APED disahkan
D [PINJAMAN/HIBAH LUAFR: NEGERI
1. Dokumen Permohanan Pinjaman/Hibah L .iar Negeri (Blue Bock) 1 tahun sitelah dite bitkan 3tahur Permanen
2. Dokumen Kesangjupan Negara Donor urtuk Membiayai (Green Book ) 7 1 tahun setelah Loan 3 tahun Permanen
i Agreement Ditandatangani
. _ |
3. Dokumen Memorend.m of Undarstand'ng (MoU) dan dokumen sejerisnya i 2 tahun setslah perjanian 5 tahun Permanen
ﬁ pinjaina- berakir




JANGKA WAKTU SIMPAN

NO. g i | — terangan
JENIS DDKUMEN/ARSIP AFTIE NAKTIE Keterang
1 2 3 4 5
4. Dokumen Loan Acreement (PHLN) seperti : Drafi Agreement. Legal Cpinion , Surat menyurat dengan Lender | 2 tahun setelah perjan.ian 5 tahun Permanen
pinjama- berakir
5. Dokumen Alokasi dan Relok1si Penggiinzan Dara Luar Negeri, a.l. ; Usulan Lurcuran Dana 2 tahun sstelah perjanian 5 tahun Dinilai kembali
pinjainan berak ir
6. Aplikasi Penarikar: Dana BLN berikut ¢ mpirannya 2 tahun sstelah peraniian 5 tahur Dinilai kembali
- Reimbr.rsemer.t pinjainaA berakir
- Direct Paymen/Transfer 2rocedure
- Special Comm.tmant/ L/C Opening
- Special Account/fmprest und
7. Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Fayment Acvice) 2 tahun setelah peranian 5 tahur Dinitai kembali
pinjarna+ berak nir
8. Dokumen Realisasi Fencairan Dana Pinjaman/Hinah Luar Megeri, yaitu: Surat Parintah Pencairan Dena, SPM | 2 tahun setelah perjanian 5 tahur Dinilai kembali
heserta lampirannya, antara ain: SPP, Kontrak, EA. dan daia pendukiing lainnye. pinjarman berakif
9. Replenishrent (P2mintaan Penarikar Dana dan Negara Qonor) meliouti antara la n: No Objection Latter 2 tahun setelah perjaniian 5 tahur Dinitai kembali
(NOL), Proiect Imglernentation, Notificatio 1 of Contract, Withdrawal A thorization (WA), Statement of pinjaia:n berak1ir
Expenditurs (SE)
1) Staff Aporeisal Reoort 2 tahun sstelah perjan.ian 3 tahur Dinilai kembali
pinjainan berakir
17. Report/i_aporan yang terdiri Jdari: 2 tahun setelah perjan;ian 5 tahur Dinilzi kembali
- Progress Repert pinjarna~ berakir
- Monrhly Reporr
- Quaiterly Repcrt
1.2, Laporar Hutang Daerah 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
- Lapcran Pembayaran Hu:ang Daerah lentang
- Lapcran Posisi Hutang Daerah pertanygungjawaban
13. Completion Repor/Annual Report 2 tahun setelah perjanjian - Permanen
pinjaina- berakir
14. Ketentuan/Peraturan yang menyangku! Pinjaman 'Hibah Lugr Negeri 1 tahun setelah diperbahary 5 tatur Permanen
E |PIINGELOLAAN APBD/DANA FINJAMAN/HIBAH L1JAR NEGZRI (PHLM) )
1. Keputusan Kepala Daerah tizntang Penetapan: Sielama masih menjabat 3 tahur Dinilai kembali

Pengg.na Anggaran ata. Kuasa Pengguna Aggaran
Pejasat Pembt at Komitrren

- Kuata IPengguna Barang'Jasa

- Bendarara Umum Daeran dan Kuasa Bendahara Umum Daerah




JANGKA WAKTU SIMPAN

. z | Leri
NO JIENIS DOKUMEN/ARSIP AFTIE INAKTIE Keterangan
1 2 3 4 5
- Peja»al Penandatanganzn SPM Selama masih menjahat 3 tahur Dinilai kembali
- Bendatara Pener maan/Perigetuaran
- Pengelola Barang
termasuk bente acara serah terima jabatan
F {SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) ]
1. Manual implementasi Sistem Akuntansi Kauanga Daerah (SAKD) Selama belum zda 2 tahur Permanen
perrudahan
2. Dokumen Kebijakan Akuntar si Setama belum ada 2 tahur Permanen
pirupahan
3. Arsip Data Komputer dan Berite Acara Rekonsiliasi 2 tahur setelah Perda 5 tahwr Musnah
ientang
pertanggungjawaban
< |.aporan Realisasi Arggaran dan Neraca Bulanar /Triwulanan/Semestaran 2 tahur setelah Parca 5 tahur Musnah
lentang
pertanggungjawaba 1
—
G |PENYALURAN ANGGAFRAN TUGAS PEMBANTUAHM
1. 8urat Penetapan Pergguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anjgaran, Bencahara atas Pengguna Anggaran 2 tahun setelah Parca 5 tatun Dinilai kembali
Kegiatan Pembantuan, termasuk Spes:imen Tanda Tangan ‘entang
pertanygungjawaban
2. Berkas Permintaan Pembayara1 (SPP! dan lampirannya : 2 tahur sztelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
- SPP-LS, S$PP-3l), SP3, Daftar Perincian Penggunaan Cana, SPPR-LS, SPCR-L, SPM-LE, SPM-DU, Bilyet lentang
Giro. $PM Nihi pertanigungjawaban
- Penagihan/invoice, Faktur Pajak, B.ukt Penerimezan Kas'Bznk beserta bukti Perdukungnya al : Capy Faktur APED disahkan
Paja< dan Note Kredit Bank
- Pemmintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
3. Buku Rekening Benk 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
‘entang
pertanygungjawaba
: APED disahkan
4. Keputusan Pembukuan Rekening Se: ama re<ening masih akt - Permanen
5. Pembukuan anggiran terdiri dari : Selama rekening masih 5 tabwun Dinitai kembali

Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembartu, Register can Buku Tambahan Daftar Pernbukuan
Pencarian/Pengeiuaran (DPP), Daftar Himpunan Pencarian (DHP) dan Rekening Koran

aktif
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JENIS DOKUMEN/ARSIP

JANGKA WAKTU SIMPAN

NO. ’
AKTIF INAKTIE Keterangan |
1 2 3 4 &
H |PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMIBANTUAN
1. Berkas Penerimazan Keuang:an Pelaksz naan dan Tugas Pembantuan :ermasuk [Dana Sisa atau Pengeli aran | 2tahur setelah Parca 5 tahiur Dinilai kembali
lainnya tentang
pertanggungjawaban
2. Berkas Penerimaan Pajak te masuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn, Denda Keterlambatan Menyelesaikan i 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinitai kembali
Pekerjaan, dil tentang
pertanggungjawaban
I {PENGELOLAAN ANGGARAN PILKADA C'AM BIAY/\ BANTUAN PEMILLI DARI AFBD 1
1. Dokumen Penyusiinzn Anggaran Pitkada dan Biaya Bantuan PEMILU dari APBD
a. Kebi akan Keuangan Pilkada dan Penvusunan Asggaran Bantuan Pemilu 2 tahur setelah Pzrca 5 tahur Dinilai kembali
‘entang
pertanggungjawaban
5. Peraturan/Pedoman/Star dar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasionz! dan Konlingensi untuk Biaya| 2 tahur sctelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
Pilkada dan Bantuan Pemilu ‘entang
pertanygungjawaba
¢. Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KFUL), PPK, PES, KPPS dan Parwzsda, 2 tahur: setelah Parca 5 tahur Musnah
Permolonan Fengajuan RKA KPUD dan Panwas ‘entang
pertanigungjawaba
1. Berkas Pembasasan RKA Fitkada <lar Bantuan Pemilu 2 tahur setelah Parca 5 tahur Musnah
lentang
pertanggungjawabai
2. Rencara Anggarzn Satuan <erja (FASK) Pilkada dan Bantuan Penity Kabupaten 2 tahur setelah Parca 5 tahur Musnah
tentang
pertanggungjawaban
f. Dokumen Rancargan Anggaran Satuzn Kerja (DRASK) Pilkada KiPUD dan Panwas Kabupaten dan 2 tahun setelah Parca 5 tahur Musnah
Bantuzn Biaya Pemilu dari APBD ‘entang
pertanggungjawaban
3. Berkas Pembentukan Da+a Cadangan Pilkada 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
‘entang
pertanygungjawaba
h. Bahan Rapat Fancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bartuan Biaya Pemili dari APBD 2 tahur setelah Parca 5 tahiur Dinilai kembati

lentang
pertanggungjawaban
APED disahkan




JANGKA WAKTU SIMPAN

|

a. Rencara Kerja Pembangunan Jangka Menen;jah Desa
b. Rencara Kerja Perangka: Desa

anggaran berakhir

i NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP AFTIE INAKTIE Keterangan
1 2 3 4 5
i. Nota Persetujuan DPRD “entang Perda APBL Pilkada dian Bantuan Biaya Pemi u dari APBD 2 tahun setelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
‘entang
pertanggungjawaban
J {PELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN PEMILU ]
1. Berkas Penetapar Bendahaia dan Atasar. Langsung Bendahara KPU D, Sendatara pada Panitia Pilkada dan 2 tahur- setelah Parca 5 tahur Dinitai kembali
Pemilu lentang
pertanggungjawaban
2. Berkas Penermaszn ¥omisi, abat Pembayaran Pergadaar Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pikada/Pemilu 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
lentang
pertanygLingjawaban
3. Berkas Setor Sisa Dzna Pilkada/Pemilu termasuk Setor Kornisi Pengadaan Bareng/dasa, Rabat, Burga Jasa 2 tahur setelah P=roa 5 tahun Dinilai kembali
(5iro tentang
pertanygungjawaban
4. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termzsuk dianteranya Bukti Transfer Bank 2 tahur setelah Pzarca 5 tahur Dinilai kembali
‘entang
pertanggungjawaban
5 Pedomzn Dokumen Penyediazn Pemtiayaan Kejiatan Operasional (PPKO) terrnasuk 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinifai kembali
Perubatan/Pergeseran/Revisinya ‘entang
pertanggungjawaba
K. |PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL PEMILU ]
1. Dokumen Penyediaan Pemtiayaan Kejiatan Operasional (PPKO) Pemilu dan PPKO Kabupaten termasuk 2 tahur setelah tzhun 5 tahur Dinitai kembali
Perubatian/Pergeseran/Revisinya anggaran berakhir
2. Berkas Penyaluran B.aya Penilu termesuk dianteranya Buk'i Transfer Bznk 1 tahun setelah 5 tahiur Dinilai kembali
diperbaharui
3. Berkas Penyaluran B-aya Pemilu ke PFK, PPS dan KPPS terrasuk d:anzaranya Bukti Trarsfer Bank dan lain- 1 tahun setelah UU 5 tahur Dinitai kembali
fain ‘entang
L [PEMERINTAHAN DESA ]
1. Dokumen Rencana Anggaran Fendapétan dan Bilanja Desa 2 tahur setelah tehun 3tahur Musnah
anggaran berakhir
2. Program Kzrja Peme-intah Cies2 ! 2 tahur setelah tehun 3 tahur Dinitai kembali




JANGKA WAKTU SIMPAN

NO. z ¢ . — ers
JENIS DOKUMEN/ARSIP RFTIE INAKTIE Keterangan
1 2 3 4 &
3. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Eelanja Desa 2 tahur setelah tehun 3 tahur Permanen
j anggaran berakhir
4. Bukti PLngutan Desa | 2tahur setelah tehun 3tahur Musnah
anggaran berakhir
5. Dokumen Pembetasan Eks Tanah Kas Desa : 2 tahun setelah serah terima 3 tahur Permanen
a. Peraturan Desa tentang Pernbebasan Tanah <as Desa
5. Pemohonan tentang Perrbebasan Yarah Kas Desa
c. Hasi persetujuan/rapat
1. Rekomendasi BBupati tentang perseiujuan pembebasan tanah
f. Persstijuan BLpati tentang hasil musyawarah harga taniah <as Desa
3. Prosss Pelepasan Hak Tanah Kas Desa
h. Pembelian Tanah Pengganti
i. Musvavarah tanan Hak Milik untuk dibeli menjadi pengganti
j. Rekomendasi Bupati tentang Perseiujuan Permbebasan Tasah
x. Pelesasan Tarah Hak Milik menjad Kas Desa
6. Dokumen Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Selama masih berlaku 10 tahun Dinitai kembali
2. Sewa Tanah Kas Desa tidak berubah fungsi
0. Sewa Tanah Kas Desa berubah fungsi
1) Feraturan Desa tentang sewa tanah kas Dz3sa
2) Penawaran dari Penyewa
3) Rekomendasi Bupati“entang ijin penyewaan “anah kias Desa
4) Peimohonan | in Gubernur
5) {jn Gubernur
7. Dokumen Perubatian Peruntukkan Tarah Kas Desa Selama masih beriaku 2 tahur Permanen
a. Peraturan Desa tentang perubahan peruntukkan Tanah Kas Desa
5. Rekomendasi Bupati tentang perseluji.an pembebasan tanah
¢. ljin tertulis Guberniur
8. Surat Kedudukan <euangan Kepala Desa dan Pamong 2 tahur setelah tehun 3 tahur Dinilai kembali
anggitran berakhir
9. Lain-lain Pendapa:an Asli Desa 2 tahur setelah tehun 3 tahur Dinilzi kembali
anggaran berakhir
10. Pembukuan Kas Lesa i Selamz masih be:laku 3 tahur Dinilai kembali
a Buku Kas Umum
b Buku Bantu Pengeluaran
1". Bukti Pengeluaran Keuangan Kas Desa 2 tahur setelah tehun 3 tahur Dinilai kembali

anggaran berakhir




JANGKA WAKTU SIMPAN
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP AKTIE INAKTIF Keterangan
1 2 3 4 5
2. Laporan Keuangan Kas Desa 2 tahur setelah tehun 3 tahun Musnah
anggaran berakhir
13. Pertanggungjawatan Kepala Desa (Laporan Keuangan Tahunan Desa) 2 tahun setelah tehun 1 tahun Permanen
anggaran berakhir
M |PEMERIKSAAN/PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Perneriksa Keuangan Republik Inconesia ateas Laporan Keuangan 2 tahun setelah 5 tahun Dinilai kembali
ditindaklanjuti
2 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal 2 tahun setelah 5 tahun Dinilai kembali
ditindaklanjuti
3. Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional: ' tahun setalah ditindaklanjul 5 tahun Dinilai kembali
a. LHP (Laporan Hasil Pemeariksaan)
0. MHF (Memorandum Hasil Pemeriks.aan)
¢c. Tindak Lanjut/ Tanggapan LHP
4. Dokumen Penyelesaian Keuangan Daerah: 2 tahun setelah tagihan |2 tahun setelah hak dan Dinilai kembali
a. Tuntutan Perbendaharaan untutan kawajiban habis
o. Tuntutan Ganti Rugi perbendaharaan/tuntutan
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